
 

 

 

 

 

 

 
BAB I 

  

 

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO 

 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 

KABUPATEN LAMONGAN 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Manajemen risiko adalah proses perencanaan kegiatan  yang dibuat untuk 

mengantisipasi terjadinya risiko oerganisasi termasuk adanya kegiatan indentifikasi, 

perencanaan, startegi, dan penilaian hal-hal negative yang dapat terjadi. Penerpana manajemen 

risiko berpijak apda konsep SPIP yang telah dilaksanakan dan teriintegrasi dengan startegi 

manajemen. Proses atau fungsi manajemen resiko sering diterjemahkan dalam tiga Langkah 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen resiko diharapkan dapat 

membuat organisasi menajdi sadar resiko dan lebih berhati-hati dalam pengambilan Keputusan 

dengan tujuan organisasi dapat mengambil Keputusan yang tepat dan optimal bagi organisasi. 

Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan emerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah wajib mealakukan 

penilaian Risiko, sehingga Organisasi Perangkat Daerah diharapkan mampu 

mengindentifikasi penyimpangan atas pelaksnanaan kegiatan dibandingan dengan rencana 

kegiatan. 

Oleh karena itu diperlukan penilaian atas resiko yang dimiliki sehingga dapat 

ditentukan Tindakan pencegahan dan solutif terhadap resiko yang akan hidapi sesuai dengan 

skala penilaian risiko. 

B. DASAR HUKUM 

1. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

2. Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pengawas Penyelenggaraaan Keuangan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah; 

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan; 



4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan 

Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

Kegiatan penyusunan laporan penilaian risiko tahun 2024 bertujuan sebagai 

implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal- 

hal yang mebutuhkan Solusi/rekomendasi kepada unit kepatuhan sebagai sarana pemilik 

risiko dalam mencapai tujuan Organisasi Perangkat Daerah 

D. RUANG LINGKUP 

Kegiatan penilaian Resiko tahun 2024 di lingkungan Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dilakukan untuk mengetahui skala dampak dan 

intensitas terjadinya resiko yang sudah disusun terhadap pencapaian tugas dan tujuan Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. 



 

 

 

 

BAB II 

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN 

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku pelaksana urusan desentralisasi dan 

Pembangunan sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Lamongan telah 

Menyusun register Resiko OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam 

mencapai tujuan Pembangunan sektor Peternakan di Kabupaten Lamongan, Adapun resiko 

yang telah berhasil dikategorikan menjadi 2 yaitu resiko strategis dan operasional. kondisi 

lingkungan pengendalian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan 

pada tahun 2024 berdasarkan pada dokumen hasil kuesioner penilaian lingkungan 

pengendalian intern dapat dikategorikan memiliki nilai “memadai” sebagaimana  tabel di 

bawah ini : 



 

Tabel Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengndalian Intern 

Control Environment Evaluation ( CEE ) 

 

No PERTANYAAN /KUESIONER 
JAWABAN RESPONDEN (R) SIMPULAN KUOSIONER 

CEE R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Modus 

A PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA Memadai 

1 
Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai 
etika secara rutin dari pimpinan instansi 
(Misalnya keteladanan, pesan moral dll) 

4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 Memadai 

2 

Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya 
kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku 
pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada 
seluruh pegawai 

4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 Memadai 

3 
Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi 
yang melayani pengaduan masyarakat atas 
pelanggaran aturan perilaku/kode etik 

4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 Memadai 

4 
Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku 

4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 Memadai 

B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI Memadai 

1 
Standar kompetensi setiap pegawai/posisi 
jabatan telah ditentukan 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 

2 
Pegawai yang kompeten telah secara tepat 
mengisi posisi/jabatan 

3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 

3 
Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi 
peningkatan kompetensi pegawai 

4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 Memadai 

4 
Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, 
baik pelatihan khusus maupun pelatihan 
terintegrasi secara berkala. 

4 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 Memadai 

C KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF Memadai 

1 
Pimpinan telah menetapkan kebijakan 
pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan 
arah pengelolaan risiko 

4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 Memadai 

2 
Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan 
pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan 
pengambilan keputusan 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 



3 

Pimpinan membangun komunikasi yang baik 
dengan anggota organisasi untuk berani 
mengungkapkan risiko dan secara terbuka 
menerima/menggali pelaporan risiko/masalah 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 

4 
Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk 
meningkatkan kinerja 

4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 Memadai 

5 
Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang 
selaras dengan visi dan misi Pemda 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 

6 
Rencana/sasaran strategis pemda telah 
dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat 
operasional OPD (cascading) 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 

7 
Rencana strategis dan rencana kerja pemda 
telah menyajikan informasi mengenai risiko 

4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 Memadai 

8 
Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan 
pejabat dan pegawai terkait dalam proses 
pengelolaan risiko 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 

D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN Memadai 

1 
Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan 
unit kerja yang tepat 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 

2 

Masing-masing pihak dalam organisasi telah 
memperoleh kejelasan dan memahami peran 
dan tanggung jawab masing-masing dalam 
pengelolaan risiko 

4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 

3 
Pegawai yang bertugas di OPD merupakan 
pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat 
adhoc (sementara) 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 

4 
Adanya transparansi dan ketepatan waktu 
pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung 
jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko 

4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 Memadai 

E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT Memadai 

1 
Kriteria pendelegasian wewenang telah 
ditentukan dengan tepat 

4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 

2 
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 
dilaksanakan secara tepat 

4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 Memadai 

3 Kewenangan direviu secara periodik 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 Memadai 

F 
PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA 
MANUSIA 

Memadai 



1 

Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur 
pengelolaan SDM yang lengkap (sejak 
rekrutmen sampai dengan pemberhentian 
pegawai) 

4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 Memadai 

2 
Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi 
pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik 

4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 

3 
Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung 
jawab dan kinerja 

4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 Memadai 

4 
Pemda telah menginternalisasi budaya sadar 
risiko 

4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 

5 

Adanya pemberian reward dan/atau punishment 
atas pengelolaan risiko (Misalnya 
mempertimbangkan pertanggungjawaban 
pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja) 

4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 

6 
Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah 
dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan 

4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 Memadai 

7 
Instansi telah mengalokasikan anggaran yang 
memadai untuk pengembangan SDM 

3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 Memadai 

G PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF Memadai 

1 
Inspektorat Daerah melakukan reviu atas 
efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap 
urusan/program Secara periodik 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 

2 
Inspektorat Daerah melakukan reviu atas 
kepatuhan hukum dan aturan lainnya 

4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 Memadai 

3 
Inspektorat Daerah memberikan layanan 
fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan 
penyelenggaraan SPIP 

4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 

4 
APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis 
risiko. 

4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 Memadai 

5 
Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan 
APIP telah ditindaklanjuti 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 

H HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT Memadai 

1 
Hubungan kerja yang baik dengan 
instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan 
operasional telah terbangun 

4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 Memadai 

2 
Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang 
terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan 
(inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 



B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan 

mitigasi Resiko memiliki beberapa kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai 

sebagaimana berikut : 

1. Sudah terdapat kode etik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. Namun 

perlu disesuaikan kembali dengan regulasi terbaru yakni Perbub No, 39 Tahun 2021 

tentang Kode Etik Melakukan reviu Kode Etik Badan Pendapatan Daerah dengan 

regulasi yang terbaru yakni Perbub No, 39 Tahun 2021 tentang Kode Etik  

2. Telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis setiap tahun untuk meningkatkan 

kompetensi pegawai, namun masih belum keseluruhan pegawai yang mengikuti 

3. Adanya rapat internal yang diselenggarakan secara rutin tiap awal bulan, dan 

telah tercipta budaya kerja yang kondusif, namun demikin masih perlu untuk 

terus ditingkatkan. 

4. Struktur Organisasi telah disusun selaras dengan proses bisnis organisasi, 

namun belum sampai ke tingkat SOP. 

5. Sudah ada pendelegasian wewenang dan tanggungjawab secara tepat, namun 

perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. 

6.  Sudah terdapat penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan SDM, namun 

masih perlu ditingkatkan efektivitasnya 

7. Tim SPIP telah terbentuk, namun masih perlu ditingkatkan efektivitasnya 

8. Sudah terjalin kerjasama yang baik dengan Intansi Terkait, namun masih perlu 

ditingkatkan lagi hubungan kerjasamanya. 

Guna mengatasi lignkungan pengendalian yang kurang memadai di atas maka 

diperlukan beberapa startegi rencana tindak pengendalian perbaikan terhadap lingkungan 

pengendalian sebagaimana tabel sebagai berikut : 

 



BAB III 

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN 

A. Penetapan Konteks/Tujuan 

Tujuan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan selaras 

dengan tujuan dalam RPJMD Kabupaten lamongan, dimana di dalam RPJMD Kabupaten 

Lamongan memiliki tujuan yaitu ”Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui 

Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan”. Tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan 

yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. 

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang hendak dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam 

kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara 

berkesinambungan. 

Oleh karena itu guna mewujudkan visi dan misi sebagaiamana tersebut di atas, 

berdasarkan pada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2021-2026 maka 

ditetapkan tujuan jangka menengah yang hendak dicapai oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Kabupaten Lamongan, yang selaras dan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai 

oleh Kabupaten Lamongan yang dibagi menjadi                 2 tujuan yaitu : 

1. Meningkatnya Populasi Ternak dan; 

2. Meningkatkan Kesejahteraan Peternak 

B. Hasil Identifikasi Risiko 

Berdasarkan pada hasil analisis penyusunan register resiko, maka dapat dijabarkan 

bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pelaksana tugas desentralisasi sektor 

Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Lamongan memiliki resiko yang 

berhasil dianalisis yang terbagi ke dalam resiko startegis dan resiko operasional sebagaimana 

matriks yang disajikan sebagai berikut : 

Tabel Matriks Resiko Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

 



 
 

Tabel Matrik Operasional Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

 

 

 

 

 



 
 

C. Hasil Analisis Risiko 

Berdasarkan pada matriks resiko strategis dan operasional di atas maka dapat dilakukan 

analisis terkait skala resiko yang akan dihadapi dalam Pembangunan sektor Peternakan dan 

Kesehatan Hewan di Kabupaten Lamongan ke depan, adapun skala risiko serta penyebab dan 

dampak risiko dapat kami sajikan melalui tabel berikut : 

 



 

Adapun rencana tindak pengendalian ( RTP ) terhadap risiko di atas yang berisi jadwal, celah 

pengendalian, pemilik/penanggung jawab, serta jadwal rencana target waktu penyelesaian risiko yang 

dihadapi dapat dijelaskan melalui matriks formulis kertas kerja sebagai berikut : 



 

D. Pengendalian Yang Sudah Dilakukan 

Berikut akan dijabarkan mengenai pengendalian yang sudah dilaksanakan oleh Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan terhadap penanggulangan risiko startegis 

dan operasional yang telah diidentifikasi dan telah dilaksanakan yang dapat kami jabarkan ke 

dalam matriks tabel sebagai berikut : 

 



 

 
 

 
 

E. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan 
 



 



 

BAB IV 

Rancangan Informasi dan Komunikasi 

Kesuksesan Pengendalian risiko startegis dan operasional OPD salat satunya dipengaruhi oleh 

factor informasi dan komunikasi. Faktor informasi dan komunikasi diperlukan dalam penyampaian 

risiko strategis dan operasional serta rencana tindak pengendalian dalam menangani terjadinya 

risiko dalam Pembangunan sektor Peternakan di Kabupaten Lamongan. Berikut akan dijabarkan 

mengenai rancangan informasi dan komunikasi yang telah disusun oleh Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan ke dalam  matriks sebagai berikut : 

 

 
 

 

 



 



BAB V 

Rancangan Pemantauan 

Pengendalian dan pemantauan risiko merupakan salah satu factor dalam penentuan 

keberhasilan sebuah organisasi dalam pelaksanaan tugas serta pencapaian target dan kinerja 

organisasi perangkat daerah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan 

sebagai pelaksana tugas Pembangunan sektor Peternakan, guna menghadapi risiko-risiko yang 

diidentifikasi dalam pencapaian tujuan organisasi maka disusun sebuah rancangan pemantauan 

yang dapat kami kabarkan melalui matriks tabel sebagaimana berikut : 

 





BAB VI 

PENUTUP 

Dari hasil yang telah dijabarkan di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa Dinas Peternakan 

dan Kesehatan Hewan telah Menyusun dokumen dalam pengelolaan risiko sesuai dengan kaidah 

dan semoga dokumen penilaian risiko tahun 2024 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya 

sebagai panduan dalam penanganan dan identifikasi risiko dalam pencapaian tujuan dan sasaran 

OPD dalam Pembangunan sektor Peternakan di Kabupaten Lamongan. 
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